
BUPATI KOLAKA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR 3 ao/8

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKA

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang:

Mengingat:

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah

Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, serta Peraturan

Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Kolaka, perlu diatur dan ditetapkan tentang

Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

Kolaka Tahun Anggaran 2019 oleh Bupati Kolaka;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran

Negara RI Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran

Negara RI Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4502);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) dan

perubahannya Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang

Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4577);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

13. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun

2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006

tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja

Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalaim Negeri Nomor 11 Tahun 2007

tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Keija

Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

Yang Bersumber Dari APBD sebagaimana telah diubah
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beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber

Dari APBD;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun

2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 12 Tahun

2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7

Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014 -

2019;

MEMUTUSKAX :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN

PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.

3. Bupati adalah Bupati Kolaka.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Pemerintah

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
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6. Dewan Perwakilan Ral^yat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah

DPRD Kabupaten Kolaka.

7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD

adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna

anggaran/pengguna barang.

8. Pengelola Keuangan adalah Keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan,

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat

APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah

yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan

DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala

Daerah yang karena Jabatannya mempunyai kewenangan

menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah.

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD

adalah Kepala Satuan Keija Pengelola Keuangan Daerah yang

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak

sebagai bendahara Umum Daerah.

12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah

PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum

daerah.

13. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa

BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan

sebagian tugas BUD.

14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat

Pemegang Kewenangan Pengguna anggaran untuk melaksanakan

tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.

15. Pengguna barang adalah Pejabat Pemegang Kewenangan

Penggunaan barang milik daerah.

16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah

Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian

kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian

tugas dan fungsi OPD.

17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah

Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa.
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18. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD yang selanjutnya disebut

PPK-OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha

keuangan OPD.

19. Pejabat Peiaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK

adalah pejabat pada Unit Keija OPD yang melaksanakan satu atau

beberapa kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang

tugasnya.

20. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk

untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka

pelaksanaan APBD pada OPD.

21. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk

menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah

dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.

22. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah Pejabat Fungsional yang

ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan

daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.

23. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pejabat Fungsional yang

ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan,

dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja

daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.

24. Pembantu Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional pada

OPD yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi sebagai kasir atau

pembuat dokumen penerimaan.

25. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional pada

OPD yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi sebagai kasir atau

pembuat dokumen pengeluaran atau pengurusan gaji.

26. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas

untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada

disetiap satuan keija perangkat daerah/unit keija.

27. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut pengelola adalah

pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan

koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

28. Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut

pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab

mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah

yang ada pada OPD.
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29. Penyimpanan barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi

tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang.

30. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD

adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan

dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas

menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam

rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat

perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan

kebutuhan.

31. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang

ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh

penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh

pengeluaran daerah.

32. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan

uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk

menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk

membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.

33. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

34. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

35. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui

sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

36. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

37. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan

daerah dan belanja daerah.

38. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan

daerah dan belanja daerah.

39. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik

pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-

tahun anggaran berikutnya.

40. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA

adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran

selama satu periode anggaran.

41. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan

daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang

bemilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban

untuk membayar kembali.
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42. Utang Daerah adalah jumlah uang wajib dibayar Pemerintah Daerah

dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan

uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, peijanjian, atau

berdasarkan sebab lainnya yang sah.

43. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada

pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat

dinilai dengan uang sebagai akibat peijanjian atau akibat lainnya

berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya

yang sah.

44. Biaya Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang

sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan

gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi

terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak

diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan

bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

45. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah

daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya,

perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan,

yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak

wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang

bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah

daerah.

46. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari

pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau

masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif

yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan teijadinya

resiko sosial.

47. Naskah Peijanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah

naskah peijanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima

hibah.

48. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat

DPA-OPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan

belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh

pengguna anggaran.

49. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD yang selanjutnya

disingkat DPPA-OPD adalah dokumen yang memuat perubahan

pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar

pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
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50. Standart Satuan Harga selanjutnya disingkat SSH adalah harga

satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah.

51. Analisis Standar Biaya selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian

kewajaran atas beban keija dan biaya yang digunakan untuk

melaksanakan suatu kegiatan.

52. Anggaran kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang

bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk

mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai

pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

53. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah

dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan

kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

54. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP

adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung

jawab atas pelaksaaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk

mengajukan permintaan pembayaran.

55. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah

dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk

permintaan uang muka keija yang bersifat pengisian kembali

(Revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran

langsung.

56. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU

adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk

permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan

dengan pembayaran langsung.

57. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU

adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk

permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan

kegiatan OPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan

untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

58. SPP Langsung untuk pengadaan barang dan jasa yang selanjutnya

disingkat SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa adalah

dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran atau

bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan pembayaran

langsung kepada pihak ketiga atas dasar peijanjian kontrak keija

atau surat perintah keija lainnya dengan jumlah, penerima,

peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya

disiapkan oleh PPTK.
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59. SPP Langsung untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang

selanjutnya disingkat SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan

adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk

pembayaran gaji dan tunjangan dengan jumlah, penerima,

peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.

60. SPP Langsung PPKD yang selanjutnya disingkat SPP-LS PPKD

adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD

untuk permintaan pembayaran atas transaksi-transaksi yang

dilakukan PPKD dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu

pembayaran tertentu.

61. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah

dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas

beban pengeluaran DPA-OPD.

62. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya

disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas

beban-beban pengeluaran DPA-OPD yang dipergunakan sebagai

uang persediaan untuk mendanai kegiatan.

63. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya

disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas

beban pengeluaran DPA-OPD yang dananya dipergunakan untuk

mengganti uang persedian yang telah dibelanjakan.

64. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang

selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan

oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran untuk

penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD, karena

kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang

persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

65. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat

SPM-LS adalah dokumen yaing diterbitkan oleh pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas

beban pengeluaran DPA-OPD kepada pihak ketiga.

66. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D

adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana

yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

67. Non-ASN adalah personil yang terdiri dari tenaga kontrak di

lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat berdasarkan
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Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala OPD, Staf Khusus,

Tenaga Ahli, Kelompok Tani, Murid Teladan dan/atau Berprestasi,

Dokter dan Bidan PTT, Guru dan Tenaga Kependidikan PTT, Sopir.

68. OPD non-ASN, Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD dan

LPMD, dan Iain-lain.

69. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus yang terdiri dari

uang saku, uang makan, dan uang penginapan.

70. At-cost adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan pengeluaran

nil yang ditunjukkan dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.

71. Surat Perintah Peijalanan Dinas adalah surat perintah kepada

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Non-ASN untuk

melaksanakan peijalanan dinas.

72. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi

bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan peijanjian

keija yang bekeija pada instansi pemerintah.

73. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai

ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan

peijanjian keija yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian

dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi

tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

74. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga

negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai

Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk

menduduki jabatan pemerintahan.

75. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari

satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument alat

pembayaran menggunakan kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang

elektronik atau sejenisnya.

BAB n

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019

adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pedoman Penyusunan dan Pelaksanam APBD Kedtupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019
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Fasal 3

Setiap OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dalam

pelaksanaan program keija dan kegiatan, wajib berpedoman pada

Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.

BAB 111

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 28

Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Tahun

Anggaran 2018 dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 1 Januari 2019,

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati Kolaka ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka

pada tanggal 2018

BUPATI KOLAKA,

TTD

AHMAD SAFE!

Diundangkan di Kolaka

pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KOLAKA,

TTD

POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2018, NOMOR

Salman sesuai dengan aslinya
KABAG. HUKUM SETDA,

MINENG NURMANINGSIH,

NIP. 19670207 199902 2 001
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Pasal 3

Setiap OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dalam

pelaksanaan program keija dan kegiatan, wajib berpedoman pada

Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.

BAB 111

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 28

Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Tahun

Anggaran 2018 dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati Kolaka ini dsdam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka

pada tanggal ^5 - /<7 - 2018

IBUPATI KOLAKA, W ̂

AHMAD SAFE!

Diundangkan di Kolaka

pada tanggal /6 - /o - 2018

. SEKRETARIS DAERAH J

//'KABUPATEN KOLAKA, A»

^ POITU MURTOPO
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2018, NOMOR 39

J*e«loman Penyusunan dan PeUika€tnaan APBD Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019


